PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/10/Kep./DPRD - TL/I1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUBSUS III (TIGA) YANG MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG RETRIBUBSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Menimbang

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, Pasal 261 ayat (1) huruf a dan Pasal 347 ayat (2}
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan, perlu
diganti;

bahwa terhadap pembahasan raperda tahun 2021 yang
belum selesai perlu dilanjutkan pembahasannya
ditahun 2022 dengan membentuk Panitia Khusus yang
membahas raperda.

bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan DFRD
Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata Tertib DPRD menyebutkan “Panitia Khusus
mempunyai tugas melaksanakan pembentukan
Peraturan Daerah”®;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut
tentang Pembentukan Panitia Khusus [ll (Tiga) Yang
Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung;



Mengngnt

Undang Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Dacrah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah
Twgkat 1 Tapwn dan Dacrab Twgkat 11 Tabalong
(Lembaran  Negara Republik  Indonesin Tahun 2065

Nomor 51, Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah  Undang
Undang Nomor 27 Toahun 1959 (Lembaran Negara
Hepubhik Indonesia Tabun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 1820)
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat 11 di
kalimantan  (Lembaran Negaura Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9y,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 (entang
Bangunan Gedung (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah denpan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
MNomor 65731

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak
Daerah dan  Retribusi Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebapaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nemor 245, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Momor 11 Tahun 2020 tentang



Memperhatikan

-

10.

1.

Cipta kenpn (Lembaran Negara Repubhk  Indonesin
Tahun 2020 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara
Repubhik indone s Nomaor G708,

Undang Undang  Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Admimstras: Pemenntahan (Lembaran Negarn Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negaran Republik Indonesin Nomor 5601}
sebagmimana dwbah dengan Undang Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Keno (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 6573);

Undang Undoang Nomor 11 Tabun 2020 wentang Cipta
Kerjo Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6573,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyclenpgaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka
Mendukung  Kemudahan Berusaha dan Layanan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 20);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
BHHIB);

Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019 Nomoer 17T,

Surat Bupati Tanah Laut Nomor 188.342/47/KUM
/172022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Penyampaian
Rancangan Peraturan Daerah, diantaranya tentang
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung,

Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan
Daerah DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor
172/1/Rek./DPRD-BAPEMPERDA/I/2022 tanggal 5
Januari 2022 Perihal : Tindaklanjut Pembahasan
Raperda yang belum selesai dibahas Tahun 2021.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

| | JABATAN DALAM
. G
an | NAMA ANGGOTA DPRD  PANITIA KHUSUS
—_— 8
| 1. | M. YUSUF AR, SE Ketua
2. SUTRISNO ' Wakil Ketua
I - —
; 3. | H. CHAERUDIN, ST |Anggnta
| 4. | IDRIS, S.HI | Anggota
5.  HJ.MUSDALIFAH, S.Kep. Ners Anggota
. - .
6. | H. ZAMHUSEIN, SE | Anggota
| 7. | H. HUSNUL FATAHILLAH Anggota
i IHj. ENDANG ISNAWANGSIH, SH | Anggota
9, | DADANG IMANUDIN, $ Kom | Angaota
:| 10. | YUDI RIZAL, ST | Anggota
| 11. | YOGA PINIS SUHENDRA, ST. MH | Anggota
— ™=

12. | RAHMANUDIN

MEMUTUBSKAN :

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Pembentukan Panitia Khusus 11 (Tign) Yang Membahas
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tentang  Retribusi Persetujuan Bangunan  Gedung.

Susunan  keanggotaan Panitia Khusus [l (Tiga)
scbagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai
berikut :

| Angpota
Bertindak selaku Koordinator Panitia Khusus Panitia

Khusus Il (Tiga) adalah Ketua DPRD Kabupaten Tanah
Laut Bapak MUSLIMIN, SE,

Tugas Panitia Khusus III (Tiga) adalah sebagai berikut :

1. Membahas, menganalisa dan merumuskan norma
serta kaidah hukum yang ingin diatur sebagai
substansi pada Raperda yang dibahas.

S S ——

I S -



KEEMPAT

KEENAM

2 Membahas implikas) penerapan Raperda

berdasarkan pendekotan

a Aspek Sosiologis atau kondisi sosial, tatanan nila
budava/kultur - vang  idup  dan berkembang
dalam  masvarakat  serta permasaluhan yang

dihadapr masyarakat

b Aspek  Filosolin  atau  falsafah ladup  bangsa
Indonesia vang bersumber pada Pancasila dan
Undang Undang  Dasar Negara Republik
Indonesin Tahun 1945,

¢ Aspek Yundis atau melakukan harmonisasi
terhadap Peraturan Perundang-undangan dan
Produk Hukum lmnnya.

3. Membahas jangkauan arah pengaturan dan ruang
lingkup materi muatan Raperda,

4. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan
atau penjelasan dar Pemerintah Daerah dan/ atau
pengusul Raperda serta pihak terkait lainnya
melalui mekanisme Rapat Kerja.

5. Melaksanakan tugas konsultasif  koordinasi/
kunjungan  kerja/ studi  komparasi/  studi
komprehensif serta tugas-tugas lainnya dalam
rangka pembahasan Raperda atas perintah
Pimpinan DPRD.

6. Melaporkan dalam bentuk tertulis hasil kerja
Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupalen
Tanah Laut.

“Masa Kerja Panitia Khusus adalah paling lama 3 (tiga)
Bulan untuk tugas Pembentukan Perda” yaitu berlaku
efektif sejak tanggal Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ini ditetapkan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut

Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Februari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT,
KETUA,
MUSBLIMIN
WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

H. ATMARI H. RAHIMULLAH
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